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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan,maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap
kemiskinan di Kota Kupang tahun 2010-2020

Upah Minimum secara parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan di
Kota Kupang tahun 2010-2020

Tingkat Pengangguran mempunyai pengaruh negatif ~ mempengaruhi

Kemiskinan di Kota Kupang.

4. Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
Kemiskinan di Kota Kupang tahun 2010-2020.
6.2 Saran

Pemerintah sebaiknya melakukan pembangunan infrastruktur. Pemerintah

Kota Kupang harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang

kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja agar terjadi penurunan

tingkat kemiskinan misalnya dengan memberikan pinjaman lunak tanpa angsuran

untuk modal kerja usaha kecil serta untuk mengatasi inflasi perlu koordinasi

kebijakan yang tepat anatara pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal dan

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
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